salinan

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA
BAGI HASIL BAGI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf ¢ Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal
97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber
pendapatan Desa adalah bagi hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran dana bagi
hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi Daerah
kepada Pemerintah Desa masuk dalam kelompok
belanja transfer, sehingga Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian
dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sudah tidak
sesuai dan perlu diubah;
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Mengingat:

1.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015
tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Udang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Udang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



6.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II
Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
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Menetapkan

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2017 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 95);

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015
tentang tata cara pemberian dana bagi hasil bagi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2015, Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA BAGI
HASIL BAGI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara
pemberian dana bagi hasil bagi penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2015, Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



1.

Ketentuan Bab II diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN BAGI

HASIL PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI

DAERAH

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagian dari
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Pemerintah Desa dalam
bentuk uang dana bagi hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
Penganggaran bagian dari hasil pajak dan
retribusi kepada Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
melalui belanja transfer pada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Besarnya dana bagi hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun
berjalan.
Besarnya dana bagi hasil penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada desa dengan perhitungan:
a. sebesar 60% (senam puluh perseratus)
dibagi secara merata kepada seluruh
desa; dan
b. sebesar 40% (empat puluh perseratus)
dibagi secara proporsional kepada
seluruh desa dengan mempertimbangkan
realisasi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dari masing-masing
Desa.
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Diundangkan di Kajen
pada tanggal 18 Febuari 2022

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 37
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBAN-G, SH

Nip. 19680517 198903 1 009

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah diberikan dalam 2
(dua) tahap dalam 1 (satu) tahun.
Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah tahap II (dua)
diberikan setelah Tahap I (satu) disalurkan,
dan Pemerintah Desa menyerahkan Berita
Acara Penerimaan Dana Bagi Hasil disertai
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
Besaran dana bagi hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 10

Pemerintah Desa bertanggungjawab atas
penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang diterimanya.

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana
bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah menjadi bagian dari laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pekalongan.
Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 18 Febuari 2022
BUPATI PEKALONGAN,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD

FADIA ARAFIQ



